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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada tahun 1998  gerakan politik sekaligus hukum yang menuntut reformasi dalam wujud  amandemen terhadap Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, otonomi daerah, kebebasan pers serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Dengan latar belakang terjadinya reformasi itu, Indonesia  mengalami perubahan yang  fundamental bagi sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan melalui perubahan UUD NRI 1945. Salah satu perubahan yang terjadi pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat ST MPR)  adalah dengan bertambahnya lembaga negara baru, yakni lahirnyaDewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD). Landasan konstitusional sebagai dasar terbentuknyaDPD  ditemukan pengaturannya dalam  Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD NRI 1945. 
Sebagai penjabaran Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan DPD, diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3) .
 Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan  menyatakan ada 2 latar belakang  pembentukan DPD. Pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan  rakyat pemilih. Keberadaan UtusanDaerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.[footnoteRef:2] [2: Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan.Perihal Dewan PerwakilanDaerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan. Dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.). 2003.Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.Sekretariat Jenderal MPR RI dan UNDP. Jakarta. Hlm. 32.
] 

Kedua latar belakang tersebut dapat dilihat dengan jelas dari proses pembahasan Perubahan UUD 1945. Berkaca dari masa lalu di mana salah satu cara melestarikan otoritarianisme adalah dengan mengukuhkan dukungan dari MPR dan DPR melalui cara pengisian sebagian besar anggota MPR dengan cara pengangkatan, muncullah tuntutan agar semua anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR dan MPR, dipilih oleh rakyat.[footnoteRef:3] [3: Masalah ini secara formal juga diakui dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Salah satu masalah yang diidentifikasi pada angka 8 ketetapan ini adalah: “Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.”
] 

Latar belakang kedua pembentukan DPD adalah untuk mengakomodasikan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional. Kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah melahirkan ketimpangan pusat daerah yang banyak melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada daerah.[footnoteRef:4]Masalah ini menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk ancaman beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.[footnoteRef:5]Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan memberikan ruang kepada daerah ikut serta menentukan kebijakan nasional yang menyangkut masalah daerah melalui Utusan Daerah yang disempurnakan menjadi lembaga tersendiri. Oleh karena itu DPD dapat dikatakan sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah.[footnoteRef:6] [4: Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, pada Bab II tentang Identifikasi Masalah angka 9 menyebutkan sebagai berikut: “Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.”]  [5: 
Disisi lain, masih terdapat kehendak yang kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dibutuhkan sistem untuk menyalurkan aspirasi (rakyat) daerah, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga tetap tegaknya NKRI. Lihat, Sri Soemantri Martosoewignjo.Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.Dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.).2003.Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.Kerjasama Sekretariat Jenderal MPR dengan UNDP.Jakarta.Hlm. 23.]  [6: 
 Mohammad Fajrul Falaakh. Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Janedjri.M Gaffar et al.(ed.),  hal. 54.] 

Latar belakang tersebut dapat dilihat dari pernyataan beberapa anggota PAH I BP MPR pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 mengenai DPD. Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR, I Dewa Gede Palguna, menyatakan sebagai berikut[footnoteRef:7] [7: 
I Dewa Gede Palguna.Susunan Dan Kedudukan Dewan Pewakilan Daerah.Dalam Janedjri M.Gaffar. hal. 62.] 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai upaya konstitusional untuk memberi saluran sekaligus peran kepada daerah-daerah untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah. Asumsinya adalah, jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan dan diperankan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik penting yang menyangkut kepentingannya maka alasan untuk memisahkan diri itu akan kehilangan argumentasi rasionalnya.

Hal itu ditegaskan oleh Palguna dalam sebuah artikel yang ditulisnya di BaliPos Online menyatakan latar belakang gagasan pembentukan DPD sebagai berikut:[footnoteRef:8] [8:  Palguna.2002. Gerakan Nurani Parlemen, Apa Pula itu?.Bali Post Online Senin, 22 April 2002.] 


Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa kalau negara kesatuan ini dikehendaki tetap ajeg maka dalam pengambilan keputusan politik negara di tingkat nasional haruslah tercerminkan bekerjanya mekanisme yang memadukan prinsip keterwakilan rakyat di satu pihak (yang dalam hal ini mewujud dalam lembaga DPR) dan unsur representasi wilayah atau daerah (yang mewujud dalam lembaga DPD). Setiap daerah (propinsi), tanpa memandang luas dan jumlah penduduknya, akan mendapatkan jatah sama di lembaga DPD itu. Anggota-anggota dari kedua lembaga atau badan inilah yang mencerminkan bekerjanya prinsip permusyawaratan/ perwakilan (yang mewujud dalam kelembagaan MPR). Ketika suara daerah sudah diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, terutama untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah, maka secara hipotetis kecil kemungkinan timbulnya tuntutan pemisahan diri yang mengancam persatuan nasional.

Dengan terbentuknya DPD sebagai hasil reformasi politik sekaligus hukum, maka susunan MPR mengalami perubahan yang semula terdiri dari dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Utusan Daerah dan Golongan-Golongan, menjadi terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD. Dengan demikian Perubahan Ketiga dan Keempat UUD NRI 1945 membawa konsekuensi fundamental terhadap kedudukan dan fungsi MPR.[footnoteRef:9] [9: IGN Wairocana. 2009.Optimalisasi Peran Legislasi DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.  Makalah. Hlm.3.] 

Subtansi dari beberapa poin permohonan yang diajukan DPD adalah 4 poin yang merupakan pokok eksistensi  DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Keempat poin itu adalah Wewenang DPD dalam mengajukan RUU seimbang dengan DPR dan Presiden, Wewenang DPD ikut membahas RUU,Wewenang DPD memberikan persetujuan atas RUU,  dan keterlibatan DPD dalam menyusun Program Legislasi Nasional (selanjutnya disingkat Prolegnas). Poin-poin di atas sebagai upaya merekonstruksi  Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitan dengan Fungsi dan Wewenang DPD, dengan tujuan memaksimalkan peranan DPD.
Dalam penyusunan Prolegnas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK)  menilai bahwa UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU P3)  yang selama ini tidak melibatkan DPD dalam penyusunan prolegnas adalah mereduksi wewenang DPD yang diatur oleh UUD NRI 1945. 
Terhadap Wewenang DPD untuk mengajukan RUU, MK menilai kata “dapat” merupakan pilihan subjektif DPD untuk mengajukan atau tidak mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Dalam ratio decidendi, MK menilai kata dapat bisa dimaknai sebagai hak dan atau wewenang yang analog dengan wewenang Presiden berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945.
Putusan MK menyatakan  Pasal 102 ayat (1) huruf a, d, e, h dan Pasal 147 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga setiap RUU yang diajukan oleh DPD tidak lagi melalui proses di badan legislasi melainkan diperlakukan sama dengan RUU yang diajukan oleh Presiden, dan akan tetap dianggap sebagai RUU yang diajukan oleh DPD. 
Dengan Putusan MK in casu,  Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) UU P3, dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa “DPD”. Hal ini berarti mengakui keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR dan Presiden untuk mengajukan RUU.
Pasal 143 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 juga dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa, “... kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”
Hal yang sama tentang DPD juga dipositivisasikan Pasal 144 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dimana pasal ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa, “... dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”
Dalam amar Putusan MK yang bersifat conditionally constitutional menyebutkan bahwa Pasal 150 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “DPD mengajukan Daftar Isian Masalah  atas RUU yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”Dengan amar ini maka  DPD berwenang terlibat dan membahas RUU mulai dari tahap Pengantar Musyawarah, tahap Pengajuan dan Pembahasan Daftar Isian Masalah, serta tahap Pendapat Mini.
Setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen ternyata masih memunculkan masalah yang memerlukan jawaban sebagai produk analisis dari optik Hukum Tata Negara dan Ilmu Konstitusi.[footnoteRef:10] Salah satu masalah itu ialah wewenang DPD yang tidak proporsional, sehingga diskursus tentang rekonstruksi pengaturan  Wewenang   DPD tetap menarik untuk dikaji. Dalam pada itu berkembang pula diskursus apakah lembaga – lembaga perwakilan Indonesia menerapkan sistem tricameral (MPR-DPR-DPD), bicameral[footnoteRef:11] (DPR dan DPD) atau unicameral dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan penuh pembentukan undang-undang. [10: Moh. Mahfud MD (I), 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers. Jakarta.Hlm.ix. ]  [11: Menurut Robert L. Madex bahwa yang pertama kali yang mengeluarkan istilah bicameral tersebut adalah Jeremy Bentham. Lihat, Robert L. Madex. 1996. The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts. Congressional Quartelly Inc. Washington. Hlm. 28] 

 Ditinjau dari segi kelembagaan, lembaga perwakilan di Indonesia cenderung dikategorikan sebagai soft bicameral,  atau weak bicameral. Sementara itu, jika ditinjau secara fungsional dalam pembuatan perundang-undangan, sistem parlemen Indonesia dikatakan sebagai unicameral, karena fungsi itu hanya dimiliki oleh DPR. Menurut Saldi Isra, dengan adanya kewenangan yang masih dimiliki MPR, disamping kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR dan DPD, maka sebenarnya Indonesia menganut sistem parlemen tiga kamar.[footnoteRef:12] [12: Saldi Isra (I). 2004.Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat: Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Konstitusi. Vol.1.Juli. Hlm.129-132.] 


Substansi keterwakilan daerah di DPD adalah akomodasi kepentingan daerah yang dijamin secara konstitusional dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi dasar pembuatan keputusan tata usaha negara; menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan; menjadi dasar hubungan hukum antar para warga masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.[footnoteRef:13] [13: Achmad Ruslan. 2011. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Negara. Orasi Guru Besar. Hlm.6] 

Menurut Deny Indrayana,[footnoteRef:14]meskipun DPD telah lahir, namun belum sepenuhnya hadir. Maknanya, DPD bisa dianggap antara ‘ada’ dan ‘tiada’. DPD ‘ada’ dikarenakan legitimasinya yang relatif kuat serta para anggotanya dipilih langsung melalui sistem pemilu distrik berwakil banyak. DPD juga ‘tiada’, dikarenakan kuatnya legitimasi hasil pemilu tidak berjalan seiring dengan kewenangannya yang cenderung minimal, apalagi jika dibandingkan dengan kewenangan DPR. [14: Deny Indrayana. 2005. DPD Antara (ti) Ada dan Tiada. Menapak Tahun Pertama. Laporan Pertanggungjawaban Satu Tahun Masa siding Intsiawati Ayus.Anggota DPD Riau.The prepheral Institute.] 

Harian Kompas pada tahun 2010[footnoteRef:15] menulis hasil jajak pendapat tentang kinerja DPD. Dari jawaban responden tertangkap kesan kepuasan publik terhadap kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan tak jauh berbeda daripada DPR, bahkan di bawah kinerja parpol. Sebanyak 72,1 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja DPD dalam mewakili suara rakyat. Dalam jumlah yang hampir sama, responden juga menilai anggota DPD belum mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat. Termasuk 70,1 persen responden juga menyatakan belum pernah mengetahui aktivitas anggota DPD mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah. [15: Jajak Pendapat Harian Kompas. DPD. Berpijak di Tengah Keraguan.Senin 9 Agustus 2010. http://nasional.kompas.com/read/2010/08/09/02450790/. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.] 

Dari hasil jajak pendapat itu, 70,1 persen responden menyatakan belum pernah mengetahui aktivitas anggota DPD mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Hasil lainnya, tiga dari empat responden menyatakan masih membutuhkan keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili aspek daerah geografis.
Padahal, DPD adalah manifestasi  gagasan kedaulatan rakyat seperti lembaga legislatif lainnya dengan argumentasi legitimasi keanggotaan DPD berasal langsung dari rakyat. Pemilihan anggota DPD tidak melalui parpol, tetapi langsung pada perorangan. Pemilihan anggota DPD dipandang lebih demokratis jika dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR yang melalui parpol.
Hal ini sejalan dengan paham kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut Jack H. Nagel, ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (scope of power) dan jangkauan kekuasaan (domain of power). Lingkup kekuasaan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kekuasaan, sedangkan jangkauan kekuasaan terkait dengan segala yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.[footnoteRef:16] [16: Jimly Asshiddiqie(I).1994.Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Ikhtiar Baru van Hoeve. Jakarta.Hlm.9 .] 

Keanggotaan DPD dianggap lebih mencerminkan konsep demokrasi yang lebih murni. Padmo Wahjono menyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi yang bersumber dari rakyat harus menimbulkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan ini harus menjalankan kehendak rakyat banyak yang disalurkan dalam bentuk hukum[footnoteRef:17]. [17: Ibid.] 

Berdasarkan uraian di atas, memandang urgen untuk dilakukan pengkajian dengan isu rekonstruksi pengaturan  wewenang DPD dalam perspektif negara kesatuan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah , sebagai berikut :	
1. Bagaimanakah rekonstruksi  pengaturan wewenang DPD perspektif sumber dan keseimbangan wewenang secara konstitusional dengan DPR?
2. Bagaimanakah model ideal pengaturan wewenangDPDperspektif ius constituendum?






















BAB II

Sumber dan Keseimbangan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

1. Sumber Wewenang Dewan Perwakilan Daerah 
Wewenang DPD sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:
(1)	DPD dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2)	DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3)	DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
(4)	Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 249 UU MD3 menjabarkan lebih lanjut Pasal 22 D ayat (1) dan (2)  UUD NRI Tahun 1945 menjadi  sebagai berikut:
1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:
a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
b. ikut  membahas   rancangan   undang-undang  yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan , pemekaran dan  penggabungan daerah, hubungan  pusat dan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
f.  menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g.	menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
     i.   menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
2. 	Keseimbangan Wewenang DPD dan DPR 
Keberadaan DPD merupakan lembaga baru yang menjadi bagian dari kamar dalam parlemen merupakan sebuah fenomena yang menarik. Karena ternyata lembaga yang diharapkan oleh sebagian besar pengamat hukum dan politik untuk menjadi penyeimbang keberadaan DPR oleh UUD NRI Tahun 1945  tidak diberi kewenangan yang  signifikan.Kewenangan DPD yang terbatas menyebabkan munculnya  usulan agar DPD dibubarkan saja seperti Effendy Choirie mengemukakan alasan pemborosan anggaran dan menghilangkan anomali dalam parlemen Indonesia sebagai alasan pembubaran DPD.[footnoteRef:18] [18: Fatmawati.2009. Opcit. Hal.87] 

Secara umum, walaupun kewenangannya lemah, kamar kedua dibutuhkan jika dikaitkan dengan komposisi anggota, dimana kamar kedua merupakan representasi dari kategori yang berbeda dari kamar pertama. Afan Gafar mengemukakan bahwa filosofi dasar digunakannya sistem   bikameral   selain   checks   and   balances,   adalah   degree   of representiveness   (derajat   keterwakilan)   pada   negara   yang   tingkat fragmentasinya begitu tinggi untuk menampung aspirasi yang banyak berkembang   di  masyarakat.  Sebagaimana   dijelaskan  sebelumnya, walaupun DPD sebagai kamar kedua tidak memiliki voting right (hak menolak), akan tetapi keberadaan DPD sebagai kamar kedua tetap dibutuhkan. DPD merupakan peningkatan dari Utusan Daerah dalam MPR sebelum Perubahan UUD 1945. Berbeda dengan Utusan Golongan, semua fraksi sepakat untuk mempertahankan dan memperkuat Utusan Daerah yang  ada  dalam  MPR.  Dasar  filosofis  pembentukan DPD dikemukakan oleh fraksi-fraksi di MPR pada saat perubahan UUD 1945, yang intinya adalah agar DPD mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan wilayah, dan agar kepentingan-kepentingan masyarakat  secara  luas  baik  kepentingan  rakyat  secara  langsung maupun    kepentingan    wilayah    dari    daerah-daerah    dapat   lebih representatif   terwakili   didalam   pengambilan   keputusan   ditingkat kebijakan publik.                                              
Keberadaan kamar kedua yang lemah tetap perlu dalam sebuah negara seperti di Indonesia, dan negara-negara lainnya yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas, apalagii ditambah dengan heterogenitas sebuah negara baik dari segi manusia maupun sumber daya alam. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan kamar kedua tidak semata-mata hanya sekedar kompetisi antara kamar pertama dan kamar kedua, karena hal yang mendasardibentuknya kamar kedua selain sebagai representasi dari berbagai kepentingan dalam masyarakat, juga terutama sebagai penghalang timbulnya tirani baik tirani mayoritas, tirani minoritas, maupun tirani dari pemimpin individual.
Walaupun negara RI adalah negara kesatuan akan tetapi keinginan untuk memperkuat daerah menyebabkan diperkuatnya Utusan Daerah menjadi DPD. Sehingga walaupun Arend Lijphart mengemukakan bahwa secara empiris terdapat hubungan yang kuat antara bikameral-unikameral dan dikotomi antara federal-kesatuan; semua negara berbentuk federal menggunakan sistem bikameral pada parlemennya, sementara beberapa negara nonfederal menggunakan sistem bikameral sedangkan yang lainnya adalah sistem unikameral, akan tetapi karena keinginan untuk mengakomodasi daerah, maka selain DPR, juga diakomodasi kamar kedua, yaitu DPD. Hal tersebut tentu saja terkait dengan pendapat bahwa akan mempersulit pembuatan UU dan pelaksanaan pengawasan jika DPD memiliki kewenangan formal yang sama dengan DPR.
Kamar kedua juga memiliki peranan penting dalam melindungi UUD, dimana walaupun kewenangan formal kamar kedua asimetris dibanding kamar pertama, tapi kamar kedua memiliki tanggung jawab dalam perubahan UUD. Anggota DPD yang juga merupakan anggota MPR memiliki kewenangan dalam perubahan UUD 1945. Hal tersebut menyebabkan DPD memiliki kewenangan untuk menyalurkan aspirasi daerah dalam menjaga atau pun melakukan perubahan terhadap UUD.
Kamar kedua juga memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kebijakan walaupun kewenangannya terbatas, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebagai wakil rakyat sehubungan dengan RUU yang sedang dibahas. RUU Usulan DPD yang berkualitas dan pertimbangan tertulis yang diberikan DPD dapat mendorong kinerja parlemen secara keseluruhan, baik DPR dan terutama bagi DPD, apalagi jika pandangan, pendapat serta pendapat DPD yang baik secara kualitas dapat disuarakan dengan lebih maksimal ke publik.
Usulan penguatan DPD juga dikemukakan beberapa ahli dan hasil dari survey yang dilakukan berkaitan parlemen RI. Maswadi Rauf mengaitkan penguatan kewenangan DPD dengan legitimasi demokratis yang dimiliki DPD, dimana karena anggota-anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu dan proses pemilihannya tidak kalah sulitnya dari pemilihan anggota-anggota DPR, selayaknya peranan DPD setara dengan DPR.
Hal ini senada dengan sinyalemen Yusdar, Ilmar dan Halim[footnoteRef:19] yang menyatakan bahwa: “di satu sisi DPD dapat menjadi ”pengimbang” bagi DPR dalam forum sidang MPR, namun nampak tersubordinasi karena jumlah anggota DPD dibatasi paling banyak sepertiga anggota DPR dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Artinya kemampuan voting DPD dirancang agar tidak mampu menggganggu atau mengalahkan DPR”. [19: Lebih detail, lihat Yusdar, Aminuddin Ilmar, dan Hamzah Halim.Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR Dengan DPR Dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (tt).] 

Padahal Happy Bone Zulkarnain[footnoteRef:20] mengatakan bahwa: [20: Happy Bone Zulkarnain. 2003.Hubungan Kerja dan Mekanisme Kerja DPD dengan DPR dan Lembaga- Lembaga Negara Lain. Dalam ‘Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan RI’  dan UNDP. Jakarta.Hlm. 153] 

Munculnya gagasan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil rakyat daerah adalah pelaksanaan prinsip pembatasan kekuasaan, dalam hal ini pembatasan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya selama ini Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh yang berkaitan dengan masalah-masalah parlemen, karena yang paling banyak jumlahnya memang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Sementara utusan daerah dan utusan golongan tidaklah sebesar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 72 UU MD3 belum mengakomodasi tugas DPR untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD.Selain itu juga belum memasukkan tugas DPR membahas dan menindaklanjuti pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK.Tidak diaturnya kedua hal tersebut, merugikan kewenangan DPD sebagaimana yang telah dijamin UUD NRI 1945.
Berdasarkan dari penelitian tersebut dan berdasarkan penelitian diberbagai negara oleh penulis, secara konstitusional dan berdasarkan undang-undang, hal itu membuktikan bahwa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU no. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 justru kedudukan DPD bersifat lebih lemah terhadap kedudukan DPR dan Presiden di bidang legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Di berbagai negara, berdasarkan dari penelitian penulis, justru kewenangan kedua kamar adalah seimbang baik dalan kewenangan legislasi, kewenangan yang berkaitan dengan fungsi anggaran, pengawasan dan pertimbangan lainnya termasuk pengangkatan pejabat lingkup lembaga negara yang statusnya constitutional organ, serta persetujuan perjanjian internasional. 
Dari konteks pembahasan di atas, terlihat tidak seimbangnya wewenang antara DPD dengan DPR dalam pelaksanaan fungsi di bidang legislasi, pengawasan. Untuk terciptanya keseimbangan wewenang itu, harus dilakukan suatu penataan kembali atau rekonstruksi wewenang DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU pelaksanaannya yang pada hakekatnya mengatur bahwa “DPD memegang kekuasaan membentuk UU bersama DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.
















BAB III
	Model Ideal Pengaturan  Wewenang DPD Perspektif Ius Constituendum
1.	Model Ideal Pengaturan Wewenang DPD dalam Parlemen Bikameral Di Indonesia  
Kehadiran kamar kedua dalam sistem parlemen inherent dengan pendapat R. Hogue dan Martin Harrop bahwa “the main justification for having two (or occasionally more) chambers within an assembly  first, to present disticnt interest within society and secondly to provide checks and balances within the legislative branch.” (Pembenaran yang paling utama kenapa perlu ada dua kamar dalam satu rumah (parlemen) adalah pertama, menegaskan perbedaan kepentingan dalam masyarakat dan kedua untuk memastikan adanya mekanisme check and balance dalam cabang kekuasaan legislatif.[footnoteRef:21] [21: R. Hogue dan Martin Harrop dalam Jimly Asshiddiqie (III). Hlm. 139.] 

	Dalam fenomena model atau sistem bikameral memiliki dua asal-usul bersejarah yang sangat berbeda.Ini pertama kali didirikan di Inggris, dan kemudian di Amerika Serikat. Dikedua kasus tersebut digagas secara filosofis tentang desain kelembagaan negara pemerintah. Kedua model tersebut telah banyak ditiru.
Masih dalam bangun negara kesatuan, Konstitusi Jepang (1946) mengatur bahwa Diet (Parlemen) berwatak bikameral dengan susunan lembaga House of Representative atau Sanguin dan House of Councillors atau Sangiin (Pasal 42). Kedua kamar dipilih langsung. Dalam proses legislasi, House of Councillors berperan penting karena suatu undang-undang harus memperoleh persetujuan kedua house. Selanjutnya, House of Councillors dapat menunda APBN dalam 30 hari dan menunda RUU biasa selama 60 hari.Jika hal ini terjadi, dibuat komisi gabungan atau mengabaikan keberatan House of Councillors dengan syarat dukungan DPR 2/3 yang hadir.
Kehadiran DPD, meski tidak ditentukan dalam konstitusi secara tegas tentang sistem parlemen yang dianut, akan tetapi secara teoritis dari praktek yang dijalankan mengakibatkan sistem keparlemenan mengarah kepada sistem keparlemenan dua kamar (bikameral), meskipun kemudian soft bikameral, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie:
Dewan Perwakilan Daerah bukanlah lembaga legislatif yang berdiri sendiri. Karena fungsinya yang jauh lebih lemah itulah maka sejauh mengenai wacana bikameralisme, dapat dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem bikameralisme yang sederhana atau lemah (soft bikameralsme) bukan bikameralisme yang kuat (Strong Bikameralisme)[footnoteRef:22]. [22: Lihat, Riris Katharina, “Harmonisasi hubungan DPR dan DPD”, Koran suara Karya, http://www.parlemen.net/site/idetails.php?guid+bad33b05e44bd88bf518bf51b0463f7cff9245&docid=tpakar.28 Juli 2015.] 


Sedangkan menurut I Gde Pasek Suardika[footnoteRef:23] : [23: Hasil wawancaradengan Ketua PPUU DPD 17 November  2015, di  Gedung DPD RI.] 

Praktik bikameral sebenarnya tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu.Bikameral merupakan hasil proses  praktik ketatanegaraan  dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan.
Parlemen bikameral memiliki konsep utama sistem politik modern adalah adanya mekanisme saling kontrol dan mengimbangi antar lembaga negara serta pembatasan kekuasaan terhadap lembaga negara agar tidak melahirkan tirani terhadap lembaga negara lainnya dan berimplikasi terhadap rakyatnya.Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan mendorong konstitusi untuk mengatur dan menyeimbangkan lembaga - lembaga negara sesuai dengan fungsinya.Demokrasi modern mengajarkan bahwa sarana agregasi dan artikulasi paling tepat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan.Oleh sebab itu, kedudukan lembaga perwakilan ini sangat signifikan dalam sistem politik karena lembaga inilah yang mempunyai legitimasi dan hubungan dengan konstituennya.Masalahnya ialah dalam konteks keparlemenan Indonesia, wewenang lengkap parlemen hanya diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lain, dalam tinjauan fungsional, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah seakan sama artinya dengan ketidakberdayaannya sendiri.
Hal tersebut menurut penulis, bahwa yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah soft bicameral sebagaimana statement kebanyakan yuris hukum tata Negara. Menurut penulis, UUD NRI Tahun 1945  justru tidak menganut bikameral. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 22 D Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) dan (2). Ketentuan norma tersebut, sangat tidak lazim dijumpai diberbagai negara yang menganut bikameral. 
Proses perumusan DPD memang dipenuhi oleh terjadinya tarik-menarik antara berbagai gagasan. Rumusan-rumusan yang tercapai dapat dikatakan sebagai “kompromi setengah hati” antara bikameralisme dan unikameralisme.[footnoteRef:24] [24: Janedjri M. Gaffar et al. (ed.).Op cit. hal. 192.] 

Pembatasan kewenangan DPD merupakan hasil kompromi dari beberapa pendapat, mulai dari yang menginginkan strong bicameralism hingga yang tidak menyetujui adanya DPD. Wewenang DPD tersebut diatur dalam Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. DPD memiliki tiga fungsi tetapi terbatas bersifat konsultatif dan subordinat terhadap fungsi yang sama yang dilakukan oleh DPR. Semua fungsi yang dimiliki DPD berakhir dan bermuara pada DPR. Fungsi-fungsi DPD dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Fungsi Legislasi
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas pada tingkat I atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
2. Fungsi Pengawasan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, berdasarkan laporan yang diterima dari BPK, aspirasi dan pengaduan masyrakat, keterangan tertulis pemerintah, dan temuan monitoring di lapangan. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
3. Fungsi Nominasi, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR.[footnoteRef:25] [25: Muchamad Ali Safa’at.DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dan Proses Penyerapan Aspirasi, disampaikan  sebagai bahan pengujian UU No. 27 Tahun 2009.] 


Di Indonesia, menurut penulis, justru tidak terjadi praktek yang lazim sebagaimana yang telah penulis teliti dibeberapa negara yang menganut sekaligus mempraktekkan parlemen bikameral. Hal ini, dapat dikaji pada norma dalam UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan pada pasal Pasal 22 D yang mengatur sebagai berikut :
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
(2)	Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

Berdasarkan dari norma tersebut, menurut penulis, DPD tidak memiliki fungsi dan kewenangan legislasi, pengawasan dan pertimbangan secara penuh. Argumentasi penulis, bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan yang dimiliki dan dilakukan oleh DPD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, misalnya dalam fungsi legislasi, DPD tidak memiliki wewenang  ikut memutuskan atau persetujuan terkait dengan RUU mengenai daerah dengan DPR dan Presiden. Terkait dengan fungsi pengawasan dan pertimbangan DPD jika dikaji secara filosofis, sesungguhnya tidak memiliki fungsi pengawasan dan pertimbangan dalam arti yang sesungguhnya. Argumentasinya, produk DPD dalam hal ini hasil pengawasan dan hasil pertimbangan justru menjadi produk DPR dalam arti sesungguhnya., karena hasil pengawasan DPD disampaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR.
Kausalitas dari lahirnya praktek tersebut, yang mendasari yakni UU MD3 sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 249  sebagai berikut :
a.	dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 
b. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 
c. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; 
d. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; 

Dari norma tersebut, terdapat kejanggalan dalam hal fungsi dan kewenangan DPD. Dalam hal pengawasan, norma tersebut justru tidak tegas dalam hal fungsi dan kewenangan pengawasan, karena juga melegitimasi manakala DPD tidak melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dan pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan daerah oleh pemerintah. Selain itu, produk pengawasan DPD juga seolah-olah menjadi produk DPR, disebabkan DPR yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti.Begitu juga dengan mengenai pemilihan anggota BPK, DPD lemah.Di negara lainnya, majelis tinggi memliki fungsi dan kewenangan yang kuat, misalnya saja di Belanda, hak prerogatif rajapun harus meminta persetujuan senatnya.
Selain di Belanda, di Italia misalnya, kedua kamar  memiliki kewenangan atau fungsi anggaran untuk menyetujui pengeluaran dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini diatur berdasarkan Artikel 81 yang mengatur sebagai berikut :The Houses approve every year the budgets and expenditure accounts submitted by the Government.
Di Indonesia, tidak ada satupun secara expressive verbis bahwa DPD memiliki fungsi dan kewenangan terkait dengan APBN. Kejanggalannya, DPD hanya memiliki fungsi pertimbangan terkait dengan APBN.Pertimbangan tersebut menurut penulis, tidak berbeda dengan pertimbangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pemerhati anggaran yang memberikan pertimbangan kepada DPR.Argumentasinya, pertimbangan tersebut hanya menjadi kewenangan penuh DPR dan pemerintah untuk menindaklanjutinya.
Praktek tersebut, dalam hasil penelitian penulis, tidak dijumpai pada setiap konstitusi diberbagai negara yang penulis teliti dan praktek tersebut merupakan ketidaklaziman sebagaimana pada praktek parlemen bikameral diberbagai negara.Hal tersebut juga menunjukkan, bahwa praktek sebagaimana jika berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 justru terjadi pergeseran menuju negara model parlemen unikameral. Konstitusi menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga satu-satunya yang melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana berdasarkan pada Pasal 20Aayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan pada uraian, bahwa praktik ketatanegaraan secara khusus pada fungsi dan kewenangan DPD dalam struktur ketatanegaraan ditinjau dari fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi pertimbangan sesungguhnya menerapkan praktek unikameral.  Hal tersebut, secara normatif diatur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa hanya DPR yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dewan Perwakilan Daerah hanya diberikan fungsi dan kewenangan Dewan Pertimbangan DPR.

2.	Rekonstruksi Pengaturan Wewenang DPDSecara Konstitusional Melalui Konstitusionalisasi Perspektif Ius Constituendum
Dalam sistem bikameral murni (pure bicameralism atau strong bicameralism), ke dua majelis   sama-sama mempunyai wewenang setara dan setingkat di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.Dengan sistem perwakilan bikameral, sebagian atau seluruh RUU memerlukan pembahasan dan persetujuan kedua lembaga perwakilan tersebut.[footnoteRef:26] [26: Irajuddin, dkk. 2006.Membangun Konstituen Meeting (Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD) Yappika Jakarta, Kerjasama MCW Malang. Hlm. 3.] 

Walaupun sistem bikameral sendiri bervariasi dalam negara federal dan negara kesatuan, tetapi prinsip-prinsip yang dianut relatif sama, yaitu lower house bekerja sama konstituen nasional atau federal, sedangkan upper house bekerja untuk konstituen daerah atau perwakilan daerah.[footnoteRef:27] [27: Ibid.] 

Catatan International Parliamentary Union (IPU) setidaknya menunjukkan bahwa terdapat 122 negara menerapkan sistem unikameral dimana sebagian besar pada negara berbentuk kesatuan, dan 62 negara menggunakan sistem bikameral termasuk Indonesia. Gambaran ini jelasberbeda jika disandingkan dengan kesimpulan IDEA sebagaimana dikutip Ginanjar Kartasasmita , bahwa dari 54 negara berbentuk perwakilan demokrasi, 32 negara memilih sistem bikameral, sisanya 22 negara memilih sistem unikameral. Ini berarti negara demokrasi mayoritas menggunakan sistem bikameral.Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa semua negara federal memilih sistem bikameral (bicameral system), sedangkan negara kesatuan terbagi antara memilih sistem bicameral atau unicameral. Kesimpulan lain menunjukkan bahwa semua negara demokrasi dengan populasi besar kecuali Bangladesh memilih sistem bikameral. Sementara semua negara demokrasi dengan wilayah luas kecuali Mozambique memilih sistem bikameral.
Penilaian terakhir IDEA dari aspek sistem Italia menunjukkan pula bahwa dari 10 negara yang menganut sistem presidensial, 8 diantaranya menerapkan sistem bikameral kuat. Jika melihat gambaran tersebut dapat dimaklumi mengapa perancang konstitusi memilih sistem bikameral di Indonesia, karena selain pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah juga terdapat kemiripan sistem presidensial sebagaimana mayoritas negara yang memilih sistem bikameral di dunia.
Patut diingat pula bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem bikameral secara efisiensi dan efektivitas merupakan persoalan tersendiri, dimana penggunaan sistem dua kamar setidaknya telah membawa konsekuensi  bagi keuangan negara yang sedemikian besar dengan hasil yang tak berimbang (non effective). Kondisi ini membuat negara-negara seperti Selandia Baru, Denmark dan Swedia kembali menerapkan sistem unikameral.Ini jelas berbalik dengan kondisi di Indonesia.Sekalipun demikian, terdapat mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara majelis tinggi dan majelis rendah melalui conference committee sehingga kelemahan sistem bikameral dapat diatasi.
Dari aspek kewenangan, negara-negara yang memberikan kewenangan yang sama antara majelis tinggi dan majelis rendah dapat dikatakan memiliki sistem bikameral kuat. Sebaliknya, negara-negara yang memberikan kewenangan berbeda sehingga melemahkan satu dari yang lain dapat dikatakan memiliki sistem bikameral lemah. Terlepas dari itu, penilaian kuat-lemahnya sistem bicameral juga ditentukan oleh komposisi, persyaratan calon dan mekanisme pemilihan.Hal ini dapat dilihat dalam praktek di Jerman, Kanada, India dan Malaysia.
Berdasarkan pengaturan kewenangan formal DPR dan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945, pada dasarnya dapat dibuat mekanisme dan metode pembentukan UU yang tidak membatasi kewenangan DPD sebagaimana yang diatur dalam UU dan Tata Tertib. DPR tidak perlu khawatir DPD akan menyebabkan kebuntuan  dalam pembentukan UU sehingga melakukan pembatasan dalam UU dan Tata Tertib. RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah harus dibahas bersama antara DPR dan DPD, termasuk RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, sehingga dalam pembentukan UU, klasifikasi RUU dibagi atas RUU yang merupakan kewenangan DPD untuk ikut membahas dan RUU yang bukan merupakan kewenangan DPD untuk ikut membahas. Walaupun mekanisme hubungan antara DPR dan DPD dalam pembentukan UU dilaksanakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tidak akan terjadi kebuntuan. 
Berdasarkan dari uraian beberapa argumentasi akademis dan fakta empirik terkait dengan urgensi konstitusionalisasi sebagai wujud penguatan kelembagaan DPD menunjukkan bahwa untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD   tidak cukup dengan penafsiran konstitusi melalui putusan MK. Dari hasil peneltian pula, terlihat pengaturan  berdasarkan pada Undang-UndangMD3,  Tata Tertib DPR  merupakan suatu conditional confirmed dari gerakan politik DPR dan Presiden. Gerakan politik tersebut yang mengingkari Putusan  MK seperti yang dinyatakan oleh Ronald Dworkin[footnoteRef:28]  bahwa tidak layak parlemen menolak keadilan hanya karena tidak setuju dengan bagian-bagian tertentu dari konstitusi. Selengkapnya pendapat tersebut dikutip sebagai berikut:  [28: Ronald Dworkin. 1996.Freedom’s Law The Moral Reading of The American Constitution. Harvard University Press.Massachusetts. Hlm. 265] 

“It would be improper for senators to reject a prospective justice just because they disagreed with his or her detailed views about constitutional issues.”
Terlepas dari tidak patuhnya  DPR terhadap Putusan MK, sumber kewenangan merupakan sebagai sumber dimana lembaga negara tersebut mendapatkan kewenangan dan sekaligus merupakan legitimasi politik sekaligus hukum suatu lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya dalam konteks bernegara. 
Secara filosofis, kelahiran suatu lembaga negara juga tidak terlepas dari kuasa rakyat yang memberikan legitimasi sekaligus mewakili rakyatnya secara politik dan sekaligus gagasan rakyat. Filosofi kehadiran lembaga negara adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat. 
 DPD mendapatkan kewenangan secara atributif dari konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Semestinya DPD memiliki kewenangan yang seimbang dengan DPR di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Namun ternyata faktanya  kewenangan DPD sama dengan pihaknon goverment organisation.
Bikameral pada parlemen Indonesia mengilustrasikan bahwa dalam satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang memiliki kewenangan sama terkait dengan pelaksanaan wewenang badan perwakilan.Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang tercermin pada  perubahan UUD NRI Tahun 1945, belum mencerminkan konsep perwakilan dua kamar. MPR memiliki anggota dengan kewenangannya sendiri, begitu juga dengan DPR dan DPD.
Sistem bikameral lahir dari konstitusi tidak hanya berimplikasi terkait dengan model yang dikandung oleh konstitusi. Latar belakang  lahirnya kamar kedua diseluruh dunia tidak terlepas dari latar belakang gagasan konstitusionalisme yang berimplikasi terhadap pembatasan sekaligus bertujuan untuk saling membatasi, mengawasi, mengimbangi, dan membagi kewenangan masing-masing lembaga negara.
Bahkan menggapai ekspektasi untuk meraih penguatan DPD diusulkan selama ini, yang termasuk dalam kategori pengusul pertama adalah  usulan dari Komisi Konstitusi, kemudian usulan Perubahan Kelima yang diajukan oleh Kelompok DPD di MPR RI pada tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh semua anggota DPD, dan tidak diagendakan karena tidak berhasil memenuhi 1/3 jumlah anggota MPR yang merupakan persyaratan untuk pengajuan perubahan UUD 1945. Hal tersebut menyebabkan usulan perubahan tidak dilanjutkan dengan surat yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI tertanggal 7 Agustus 2007. DPD selanjutnya menyusun naskah komprehensif Amandemen UUD NRI Tahun Tahun 1945, dimana dalam usulannya tersebut dikemukakan agar kewenangan DPD ditambah, termasuk dalam pembentukan UU,  agar  DPD memiliki  kewenangan yang sama dengan DPR, yaitu keduanya dapat menyetujui, mengusulkan perubahan, atau menolak RUU yang diusulkan kamar yang lain.
Pada prinsipnya, Stone menekankan bahwa konstitusi adalah metanorma karena norma hukum spesifik tersebut menyangkut bagaimana ia diterapkan, dibuat dan diproses. Pada posisi itu, konstitusi  mensyaratkan adanya legitimasi sosial (termasuk otoritas politik). Manakala teori tersebut dikaitkan dengan konstitusionalisasi terkait dengan wewenang DPD atau konstitusionalisasi gagasan strong bicameralism pada konstitusi Indonesia, antara lainditentukan oleh  2 indikatoryaitu pembentukan undang-undang (law making process)  danlegitimasi politik melalui konstitusi. 
Dengan demikian, berdasarkan pada pendapat Stone diatas, pada kajian mengenai model ideal  parlemen dalam perspektif ius constituendum sebagai indikator rekonstruksi pengaturan   kewenangan DPD adalah melalui indikator law making process, yakni menurut penulis adalah memasukkan gagasan strong bicameralism sebagai model ideal DPD.
 Argumentasi penulis, bahwa tidak ada satupun di negara penganut bikameralisme, baik yang menganut strong bicameralism, maupun yang menganut soft bicameralism, dalam hal pembentukan undang-undang menempatkan  kamar pertama secara bersama-sama memberikan persetujuan bersama untuk memutuskan terkait RUU yang sedang diajukan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, misalnya pada Konstitusi Negara Italia, meskipun  telah mengatur kekuasaan Senate of the Republic, Chamber of Deputies, dan Presidennya, berhak mengajukan suatu RUU. Akan tetapi dalam hal tahap akhir dalam hal pengambilan keputusan atau dalam hal persetujuan bersama terkait dengan suatu RUU, tetap berada pada kewenangan Senate of the Republic dan Chamber of Deputies.
Praktek sebagaimana di Italia, berbeda dengan praktek di Indonesia yang sebagaimana berdasarkan konstitusi pasca amandemen justru dalam hal memutuskan suatu RUU, ada pada kewenangan DPR dan Presiden.Hal tersebut, menunjukkan, bahwa konstitusi pasca amandemen menurut penulis adalah konstitusi abnormal. Misalnya, dalam hasil penelitian penulis,  pada RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi UU.  Presiden dalam hal ini Pemerintah yang diwakili oleh diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Dalam Negeri ( Hari Sabarno), Menteri Perdagangan dan Perindustrian (Rini Suwandi), dan Menteri Keuangan ( Budiono), memberikan penjelasan tertulis tentang tidak tercapainya kesepakatan tersebut, baik dari aspek perundang-undangan maupun substansi RUU dalam rapat kerja DPR bersama Pemerintah (14 September 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden   tidak menyetujui Usul Inisatif DPR mengenai RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi UU.

Presiden mendasarkan diri kepada ketentuan  Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur  “Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Konsekuensi dari ketentuan ini adalah tidak selalu suatu RUU harus mendapat persetujuan bersama. Dalam hal suatu RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka berlaku Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa  “Jika Rancangan Undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, Rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.” 
Karena terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan Pemerintah, maka Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah.Ketidaksepakatan antara DPR dan Pemerintah tersebut menurut Pemerintah terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar dalam konsep Kawasan Perdagangan Bebas. Substansi-substansi yang tidak disepakati meliputi: 
(1) 	cakupan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
(2) 	status kepemilikan dan hak pengelolaan pelabuhan laut dan bandar udara di wilayah Batam yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan 
(3) 	wewenang penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kota Batam.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa penetapan Kawasan Perdagangan Bebas di Pulau Batam sebetulnya tidak akan menghambat perkembangan industri dan tidak akan mengakibatkan relokasi industri yang sudah ada, bahkan akan mendorong investasi baru. Demikian alasan mengapa Pemerintah tidak dapat menyetujui Usul Inisatif DPR mengenai RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi Undang-Undang.[footnoteRef:29] Sebagai konsekuensinya,  maka RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU tidak bisa diteruskan, karena ada keterkaitan yang erat antara RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU. [29: Harmonisasi RUU.Sambutan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 14 September 2004. DalamJurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004.Hlm. 110-118.] 

Berdasarkan dari realitas tersebut menurut penulis, bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi tarik menarik terkait dengan persetujuan suatu RUU. Konstruksi logika penulis,  mayoritas partai politik yang berada pada lembaga DPR adalah partai yang bukan partai koalisi pemerintah mengajukan RUU, akan tetapi tidak disetujui oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden, bisa saja terjadi  bahwa RUU secara politik hukum menguntungkan pihak tertentu (misalnya para kapitalis) justru berjalan dengan mulus dalam hal pembahasan dan persetujuannya dengan didasari kepentingan Presiden dan kepentingan DPR sebagai implikasi koalisi politik partai pemenang pemilu. Argumentasi penulis, setiap norma hukum selalu memuat hidden political intension dan setiap RUU dapat disetujui tergantung dari konfigurasi politik antara lembaga legislatif dan eksekutifnya.
Kegaduhan politik legislasi sebagaimana pada fakta diatas, tidak lain menurut penulis disebabkan oleh konstitusi pasca mandemen itu sendiri. Hal tersebut, dapat dikaji berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) yang mengatur bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Selanjutnya menurut penulis, bahwa gagasan yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis justru tidak menganut model parlemen bikameral secara subtansial. Argumentasi penulis, berdasarkan Pada Pasal 20 Ayat (1) yang mengaturbahwaDPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dari norma tersebut, mengandung makna lahiriah yakni terdapat makna hidden political intension yang justru memberikan legitimasi yang lazimnya praktek unikameral dibeberapa negara, yakni hanya lembaga kamar pertama yang satu-satunya memiliki kewenangan dalam pembentukan UU.Sedangkan kedudukan DPD  justru di posisikan sebagai Dewan Pertimbangan DPR.
Dengan demikian, menurut penulis, urgensi melakukan gerakan konstitusionalisasi penguatan DPD melalui konstitusi tidak terlepas dari kedudukan konstitusi itu sendiri sebagai the supreme law of the land. Disisi lainnya,   penguatan pengaturan kewenangan DPD melalui perubahan konstitusi diperlukan karena disebabkan oleh pengaturan sumber wewenang atribusi DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan  wewenang DPD lemah dibandingkan dengan DPR.








BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan kesimpulan sebagaimana diuraikan sebagai  berikut :
1.	Pengaturan wewenang DPD pada Pasal 22 D ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan wewenang DPR pada Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan adanya ketidakseimbangan wewenang antara DPD dan DPR. Untuk terciptanya keseimbangan wewenang itu, dilakukan rekonstruksi wewenang DPD yang hakikatnya bahwa DPD berwenang mengajukan RUU, berwenang membahas dan menyetujui RUU serta berwenang melakukan pengawasan dalam hal- hal tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

2.Model ideal pengaturan fungsi dan wewenang DPD perspektif ius constituendum adalah model bikameral murni.Argumentasinya adalah tercerminnya mekanisme yang memadukan prinsip keterwakilan rakyat yang mewujud dalam lebaga DPR, dan unsur representasi wilayah atau daerah yang mewujud dalam lembaga DPD.

B. Saran

Adapun rekomendasi penulis berdasarkan dari kesimpulan diatas, sebagai berikut :
1. Rekonstruksi pengaturan  wewenang DPD sebagai lembaga negara yang atributif telah dilakukan dengan cara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD maupun dengan cara perubahan UU tentang MD3, tetapi hasilnya belum maksimal. Secara mendasar dan komprehensif, hendaknya rekonstruksi pengaturan fungsi dan wewenang DPD dilakukan melalui amandemen UUD.
2.	Terciptanya wewenang yang berimbang antara DPD dengan DPR.DPD berwenang dalam tahap mengusulkan, membahas dan memberikan persetujuan atas RUU yang berkaitan dengan daerah, sedangkan DPR memiliki wewenang penuh atas RUU di luar materi yang berkaitan dengan daerah.
3.	Model ideal pengaturan wewenang DPD dari perspektif ius constituendum adalah pentingnya  ketentuan hukum konstitusi mengatur keterlibatan DPD dalam mengusulkan, membahas dan mengambil keputusan pada pembentukan undang-undang desentralisasi asimetris berdasarkan  indikator sosial, budaya, adat dan  indikator pembangunan ekonomi. 
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